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Abstract 
The registration of marriages is an administrative obligation stipulated in Article 2(2) of Law No. 1 of 1974 and 
the Compilation of Islamic Law (KHI); however, in practice, many marriages remain unregistered—a practice 
known as nikah siri. This situation gives rise to a legal conflict between the validity of a marriage under religious 
law and the requirement for administrative recognition under state law. This study aims to analyze the 
regulations regarding the obligation to register marriages in positive law and Islamic law, identify the forms of 
legal conflict arising from the practice of nikah siri, and examine its legal implications for the status of wives, 
children, civil rights, and its relevance to the latest Criminal Code. The method used is normative jurisprudence 
with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that Indonesia’s 
marriage registration system operates under a dual legal framework, balancing religious validity with the 
state’s administrative obligations. The resulting legal conflicts manifest in three forms: normative conflict, a 
gap between the ideal (das sollen) and reality (das sein), and conflicts regarding the protection of the rights of 
wives and children. The absence of registration leads to the weak legal standing of wives, the incomplete legal 
status of children, and the hindrance of the fulfillment of civil rights. This complexity is further compounded by 
the implementation of Article 412 of the new Criminal Code, which has the potential to target those who enter 
into unregistered marriages if not interpreted contextually; therefore, criminalization must be positioned as a 
last resort, not merely a response to the absence of administrative registration. 
Keywords: unregistered marriage, marriage registration, legal conflict 
 
Abstrak 
Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang tidak 
dicatatkan atau dikenal sebagai nikah siri. Kondisi ini melahirkan konflik hukum antara keabsahan 
perkawinan menurut hukum agama dan tuntutan pengakuan administratif menurut hukum negara. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum positif 
dan hukum Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik hukum yang timbul dari praktik nikah siri, serta 
menelaah implikasi hukumnya terhadap status istri, anak, hak-hak keperdataan, dan relevansinya dengan 
KUHP terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencatatan perkawinan di 
Indonesia mengadopsi dualisme norma antara keabsahan agama dan kewajiban administratif negara. 
Konflik hukum yang timbul terwujud dalam tiga bentuk, yaitu konflik normatif, kesenjangan antara das 
sollen dan das sein, serta konflik perlindungan hak istri dan anak. Ketiadaan pencatatan berdampak pada 
lemahnya kedudukan hukum istri, tidak sempurnanya status hukum anak, dan terhambatnya pemenuhan 
hak-hak keperdataan. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan berlakunya Pasal 412 KUHP baru yang 
berpotensi menjangkau pelaku nikah siri apabila tidak ditafsirkan secara kontekstual, sehingga pemidanaan 
harus diposisikan sebagai ultimum remedium, bukan sekadar respons atas ketiadaan pencatatan 
administratif. 
Kata kunci: nikah siri, pencatatan perkawinan, konflik hukum 
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PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana setiap peristiwa hukum yang 

menimbulkan akibat keperdataan harus memperoleh pengakuan negara melalui 

mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan dalam 

sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga 

memiliki konsekuensi sosial, administratif, dan yuridis. Kewajiban pencatatan perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan 

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini 

melahirkan dualisme dimensi keabsahan perkawinan yaitu keabsahan secara agama dan 

keabsahan administratif menurut negara (Quthny dkk., 2022). Ketentuan pencatatan 

perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 5 dan 6, yang 

menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang dilakukan di luar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini 

menunjukkan adanya upaya normatif untuk menjadikan pencatatan sebagai instrumen 

perlindungan hukum dan ketertiban administrasi. 

Dalam masyarakat, praktik perkawinan tidak tercatat masih terus berlangsung 

dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, budaya, poligami tanpa izin, atau 

menghindari prosedur administratif. Kondisi ini memunculkan konflik hukum antara norma 

positif yang mewajibkan pencatatan dengan praktik masyarakat yang tetap mengakui 

sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama semata. Konflik tersebut tidak hanya 

berdampak secara administratif, namun berpotensi menimbulkan persoalan pidana ketika 

disertai dengan pemalsuan dokumen, penyembunyian status perkawinan, atau penipuan 

sebagaimana dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP terbaru). Menurut hukum positif, pencatatan perkawinan memiliki fungsi 

sebagai bukti autentik dan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. 
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Ketiadaan pencatatan perkawinan berdampak pada hak-hak nafkah, waris, harta bersama 

serta status hukum anak menjadi rentan dipersengketakan (Supiannor & Hafidzi, 2025).  

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait persoalan ini  yaitu (Quthny 

dkk., 2022) mengkaji ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan 

pandangan fuqaha, dengan kesimpulan bahwa pencatatan tidak bertentangan dengan 

syariat namun tidak menentukan keabsahan perkawinan secara agama. Kemudian (Amar 

dkk., 2024) menganalisis hubungan ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan melalui 

pendekatan maqashid syari'ah dan berargumen bahwa pencatatan menyentuh kebutuhan 

dharuri manusia meliputi hifdz al-nafs, hifdz al-mal, dan hifdz al-nasl. Selanjutnya (Nadriana 

& Yunani, 2023) mengkaji secara empiris terkait dengan kondisi hak istri dan anak dalam 

pernikahan siri. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pencatatan menyebabkan 

hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam beberapa penelitian tersebut 

belum mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk konflik hukum yang timbul dari 

praktik nikah siri, belum mengintegrasikan analisis tiga instrumen hukum secara 

bersamaan, serta belum menyentuh relevansi ketentuan pidana dalam KUHP terbaru 

terhadap perkawinan tidak tercatat. Sehingga penelitian ini dibuat untuk melengkapi 

sekaligus menjadi kebaruannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konflik 

hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri, menelaah implikasinya terhadap 

status istri, anak, dan hak-hak keperdataan, serta mengkaji relevansinya dengan KUHP 

terbaru.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) (Metode Penelitian Hukum.pdf, t.t.). Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk 

menganalisis konsep pencatatan perkawinan, nikah siri, konflik hukum, serta perlindungan 

hak keperdataan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer terdiri atas 
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum pidana, 

serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. 

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis 

untuk mengidentifikasi konflik hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan 

dalam praktik nikah siri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Pengaturan pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam 

a. Menurut hukum positif indonesia 

Perkawinan merupakan suatu acara sakral dalam kehidupan seseorang. Guna 

memberikan perlindungan kepada pasangan suami istri yang telah terikat dalam 

suatu perkawinan dari potensi tindakan zalim atau perbuatan yang merugikan salah 

satu pihak, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui 

pembentukan peraturan yang bersifat mengikat. Regulasi tersebut dimaksudkan 

untuk menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak serta kewajiban masing-

masing pihak dalam rumah tangga.  

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang 

berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. Namun, pasal ini tidak secara langsung menyatakan bahwa 

perkawinan menjadi syarat sah pernikahan. Hal ini dikarenakan dalam ayat 

sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menjadikan keabsahan perkawinan dikaitkan 

dengan pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengadopsi dualisme norma, yakni 

aspek keabsahan perkawinan bersandar pada formalitas agama, sedangkan aspek 

formalitas hukum tunduk pada ketentuan administrasi negara.  

Bagi umat Islam, kewajiban pencatatan pernikahan diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat dan 

dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang 
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dilakukan di luar pengawasan PPN dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Meski demikian, pencatatan ini bukan merupakan syarat sah perkawinan, 

melainkan kewajiban administratif yang diberlakukan negara guna menjamin 

ketertiban administrasi serta perlindungan hak-hak perdata suami, istri, dan anak. 

Adapun keabsahan pernikahan itu sendiri tetap dikembalikan kepada ketentuan 

hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KHI (Supiannor & Hafidzi, 

2025). 

b. Dalam hukum islam 

Menurut hukum islam, perkawinan yang sah adalah yang memenuhi rukun dan 

syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka dianggap tidak 

sah. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut (Basri, 2019):  

1. Adanya mempelai perempuan  

2. Adanya mempelai laki-laki 

3. Adanya wali nikah 

4. Adanya dua orang saksi 

5. Ijab dan qabul 

Pencatatan pernikahan dalam hukum islam tidak termuat dalam rukun dan 

syarat pernikahan. Namun, pada awal masa islam terdapat tradisi I’lan al-nikah yang 

diwujudkan dalam bentuk walimah al-‘ursy yang dianggap sebagai saksi bahwa 

terjadinya suatu perkawinan. (Luthfia & Hanif, 2022) Hal ini sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW.: 

 اعَْلِنوُا الن ِكَاحَ. 

“Umumkanlah pernikahan.” 

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq menegaskan bahwa perkawinan yang telah 

memenuhi rukun dan syarat syariat tetap sah secara agama, sementara pencatatan 

beserta penerbitan buku nikah hanyalah unsur tambahan (tausiqi) yang bertujuan 

menertibkan administrasi tanpa memengaruhi keabsahan perkawinan.¹ Senada 

dengan itu, Wahbah Az-Zuhaili membedakan syarat pernikahan menjadi dua, yakni 

syarat syar'i yang menentukan keabsahan akad, dan syarat tausiqi yang berfungsi 
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sebagai bukti administratif untuk mencegah sengketa dan menjamin kepastian 

hukum negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dalam fatwanya mewajibkan 

pencatatan pernikahan pada instansi berwenang sebagai langkah pencegahan 

terhadap dampak negatif (saddu lidz-dzarii'ah). 

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting dan 

diwajibkan negara sebagai bentuk tertib administrasi sekaligus perlindungan 

hukum. Namun, ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan keabsahan 

perkawinan, sebab para ulama fikih membedakan antara syarat syar'i yang 

menentukan sah tidaknya perkawinan menurut hukum agama, dan syarat tausiqi 

yang berkaitan dengan pembuktian dan pencatatan secara formal. 

2. Konflik Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Praktik Nikah Siri 

Pernikahan siri merupakan perkawinan yang tetap dipandang sah secara 

syariat selama rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilangsungkan secara 

tertutup dengan meminta para saksi untuk merahasiakannya, dan umumnya tidak 

disertai dengan penyelenggaraan walimatul 'ursy atau pesta pernikahan. Berbeda 

dengan pemahaman terdahulu, nikah siri di era modern lebih dimaknai sebagai 

perkawinan yang dilangsungkan dengan hadirnya wali dan dua orang saksi, tetapi 

tidak dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah yang berwenang. Akibatnya, 

pernikahan tersebut tidak memiliki catatan resmi di KUA maupun kantor catatan 

sipil, sehingga tidak mendapat pengakuan dalam hukum positif yang berlaku, 

meskipun dari sudut pandang agama pernikahan itu tetap dianggap sah. 

Berdasarkan hal tersebut, nikah siri sesungguhnya memiliki dua dimensi yang 

berbeda. Dari perspektif syariat Islam, perkawinan tersebut tetap dianggap sah 

sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, dari 

sudut pandang hukum positif, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang 

sempurna karena tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana 

diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibatnya, perkawinan tersebut sering menimbulkan 

berbagai persoalan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang 

terlibat. (Armiansa, 2025) 
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Adapun fenomena nikah siri ditemukan dalam masyarakat Indonesia karena 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab 

terjadinya pernikahan siri, terutama bagi pasangan yang ingin menghindari biaya 

administrasi atau biaya penyelenggaraan perkawinan yang dianggap memberatkan. 

(Kamalia dkk., 2025)  Selain itu, faktor usia juga turut berperan, misalnya ketika 

salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Pratiwi dkk.,  2026) Faktor 

agama dan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perkawinan menurut 

syariat Islam pun menjadi pendorong praktik nikah siri, di mana sebagian 

masyarakat beranggapan bahwa pemenuhan rukun dan syarat nikah sudah cukup 

untuk melegitimasi perkawinan tanpa memandang pentingnya pencatatan oleh 

negara. (Rachmatulloh dkk., 2024) 

Adanya berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak 

hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi 

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, meskipun dipandang sah secara 

agama, tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan konflik hukum, 

terutama terkait status hukum istri, anak, hak waris, hak nafkah, serta kepastian 

hukum bagi para pihak yang terlibat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan 

perdebatan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan kewajiban 

pencatatan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. 

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti keabsahan 

perkawinan secara substantif ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat 

sesuai ajaran agama calon suami dan istri. Namun demikian, keabsahan secara 

agama saja tidak cukup dalam perspektif hukum negara. Pasal 2 ayat (2) undang-

undang yang sama secara tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini juga sejalan 

dengan KHI, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa demi terjaminnya 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. 

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang 
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dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai 

kekuatan hukum, sementara Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan 

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah. Dengan demikian, pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam 

memberikan legitimasi dan kekuatan hukum terhadap suatu perkawinan. 

Dalam praktiknya, meskipun kewajiban pencatatan sudah diatur dalam 

undang-undang, masih banyak ditemui perkawinan yang tidak dicatat atau terjadi 

pernikahan siri.(Setiawan, 2022) Perbedaan antara norma yuridis yang ditetapkan 

negara dan praktik nyata yang berlaku di masyarakat inilah yang melahirkan konflik 

hukum dalam pencatatan perkawinan. Konflik ini juga berkaitan erat dengan 

tingkat kesadaran hukum dan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. 

Kewajiban pencatatan yang tidak disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas 

dalam hukum positif Indonesia sering kali dipersepsikan sebagai ketentuan 

administratif semata, sehingga norma tersebut kerap kehilangan daya paksa yang 

kuat di tingkat implementasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, konflik hukum pencatatan perkawinan dalam 

praktik nikah siri dapat dilihat dalam tiga bentuk. Pertama konflik normatif, yaitu 

adanya dualisme keabsahan perkawinan antara hukum agama dan hukum negara. 

Dari perspektif hukum Islam, nikah siri tetap sah selama memenuhi rukun dan 

syarat perkawinan, sementara hukum negara menuntut adanya pencatatan 

sebagai bentuk pengakuan administratif dan perlindungan hukum. Dualisme ini 

menghasilkan ketidakjelasan hukum yang serius. Pengadilan Agama tidak dapat 

memproses perkara yang tidak didasarkan pada akta nikah, sementara pihak yang 

bersengketa merasa perkawinannya sah secara agama.(Halim, 2020) 

Kedua, konflik antara hukum negara dan realitas sosial. Meskipun negara 

mewajibkan pencatatan perkawinan, praktik nikah siri tetap berlangsung karena 

masyarakat sering kali lebih mengutamakan legitimasi agama daripada pengakuan 

administratif negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum 

yang berlaku secara normatif (das sollen) dengan praktik yang hidup di masyarakat 

(das sein). Salah satu fenomena yang mencerminkan hal ini adalah pasangan yang 

menikah secara siri namun tetap menyelenggarakan walimatul 'ursy atau pesta 
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pernikahan sebagai bentuk pengumuman kepada keluarga dan lingkungan sosial 

mereka. Dalam beberapa komunitas, walimatul 'ursy dipahami sebagai sarana 

untuk mengumumkan bahwa suatu perkawinan telah berlangsung dan layak 

diterima secara sosial, sehingga hubungan suami istri memperoleh legitimasi di 

mata masyarakat meskipun belum mendapatkan pengakuan formal dari negara. 

Temuan serupa terlihat dalam penelitian Hafidzi dkk, (2022) mengenai masyarakat 

Banjar di Kalimantan Selatan, yang menunjukkan bahwa pasangan yang 

melangsungkan nikah siri disertai walimatul 'ursy cenderung dianggap telah 

menjalankan perkawinan yang sah dan layak secara sosial, sekalipun secara 

administratif belum memiliki kekuatan hukum. 

Fenomena tersebut mencerminkan adanya dualitas sistem hukum dalam 

masyarakat Indonesia, yaitu keberlakuan hukum negara dan hukum agama secara 

bersamaan. Ketika masyarakat lebih mengutamakan legitimasi agama 

dibandingkan pengakuan administratif negara, muncul ketidakharmonisan antara 

hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat 

penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, 

pendekatan hukum yang efektif perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan 

keagamaan yang hidup di tengah masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Pendekatan ini sejalan 

dengan konsep legal pluralism yang mengakui bahwa hukum negara harus mampu 

berinteraksi dengan norma-norma sosial dan keagamaan yang berkembang di 

masyarakat guna meminimalkan konflik hukum. 

Ketiga, konflik perlindungan hak istri dan anak. Tidak adanya pencatatan 

perkawinan menyebabkan istri dan anak sering berada dalam posisi yang rentan 

ketika terjadi perceraian, sengketa waris, maupun tuntutan nafkah. Secara agama, 

hak-hak tersebut tetap diakui, tetapi secara hukum negara pelaksanaannya sering 

mengalami hambatan karena tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan 

perkawinan. Oleh karena itu, nikah siri berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
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hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan 

perempuan dan anak. (Azhar dkk, 2026) 

Dengan demikian, konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah 

siri menunjukkan adanya ketegangan antara keabsahan perkawinan menurut 

hukum agama dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum negara. Di satu 

sisi, masyarakat memandang perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat 

agama sebagai perkawinan yang sah dan memiliki legitimasi sosial. Di sisi lain, 

negara mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan hukum 

yang bertujuan menjamin ketertiban administrasi serta perlindungan hak-hak 

keperdataan para pihak. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan berbagai 

bentuk konflik. Oleh karena itu, persoalan nikah siri tidak dapat dipahami semata-

mata sebagai masalah administratif, melainkan juga sebagai persoalan 

perlindungan hukum, keadilan sosial, dan efektivitas hukum dalam masyarakat 

yang menganut pluralisme hukum.  

C. Implikasi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan 

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal sebagai nikah siri 

menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap status istri, anak, dan hak-hak 

keperdataan lainnya. Ketiadaan pencatatan menyebabkan hubungan perkawinan 

tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.  

Konsekuensi utama dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah lemahnya 

kedudukan hukum istri. Istri yang berada dalam perkawinan siri sering menghadapi 

kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum karena tidak memiliki alat bukti 

yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut negara. 

Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga, istri 

mengalami hambatan dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah, pembagian 

harta bersama (gono-gini), maupun hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan. 

Meskipun secara agama suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi dan 
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melindungi istri, tidak adanya pengakuan administratif menyebabkan hak-hak 

tersebut sulit ditegakkan melalui mekanisme hukum formal. (Utami & Yahya, 2022) 

 Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan juga menempatkan istri dalam posisi 

yang rentan terhadap tindakan pengingkaran oleh suami. Dalam kondisi tertentu, 

suami dapat dengan mudah menyangkal adanya hubungan perkawinan karena 

tidak terdapat bukti resmi yang dapat dijadikan dasar pembuktian di hadapan 

hukum. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi hukum antara suami dan istri 

dalam perkawinan siri, di mana pihak istri menanggung risiko hukum yang jauh lebih 

besar dibandingkan suami. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi 

penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan untuk menjamin 

kepastian status dan hak-haknya sebagai istri. 

Implikasi ini juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya mengatur bahwa anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, 

sehingga status hukum anak sangat berkaitan dengan keberadaan bukti 

perkawinan orang tuanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah 

biologisnya, pembuktian hubungan tersebut tetap memerlukan proses hukum 

yang tidak sederhana, termasuk pembuktian ilmiah melalui tes DNA  dan 

implementasinya belum seragam di seluruh wilayah Indonesia.(Ardani & Suhadi, 

2024) 

Ketiadaan pencatatan perkawinan ini menimbulkan hambatan administratif 

bagi anak, terutama dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta 

kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen identitas lainnya. Padahal dokumen-

dokumen tersebut menjadi dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik, 

termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Akibatnya, anak yang 

lahir dari nikah siri berpotensi mengalami kerugian baik secara hukum maupun 

sosial. (Safitri, 2024) 
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Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan hak waris. Menurut 

ketentuan hukum waris, hubungan kewarisan pada umumnya didasarkan pada 

adanya hubungan darah yang dapat dibuktikan secara hukum. Dalam praktik nikah 

siri, ketiadaan bukti perkawinan sering menyebabkan kedudukan anak menjadi 

lemah dalam menuntut hak waris dari ayahnya. (Ramadhan & Rahmayani, 2024) 

Kondisi tersebut dapat semakin merugikan anak apabila ayah menolak mengakui 

hubungan keluarga atau tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (Akmal & Asti, 2021)  Hal ini menjadikan 

anak sebagai pihak yang paling rentan dan paling menanggung akibat dari 

ketiadaan pencatatan perkawinan orang tuanya, sekalipun ia sama sekali tidak 

memiliki andil dalam keputusan tersebut. 

Ketiadaan akta nikah juga menghambat pelaksanaan berbagai hak keperdataan 

secara sistematis. Pembuktian kepemilikan harta bersama, pengurusan hak waris, 

pengajuan tunjangan keluarga dalam sistem ketenagakerjaan, hingga akses 

manfaat BPJS semuanya mensyaratkan dokumen perkawinan yang sah. Tanpa akta 

nikah, tidak ada ketentuan harta bersama yang dapat dibuktikan di pengadilan 

berdasarkan Pasal 35–37 UU No 1 Tahun 1974, sehingga seluruh aset yang dibangun 

selama perkawinan secara hukum dianggap milik individu masing-masing pihak.  

Dengan demikian, implikasi hukum perkawinan yang tidak dicatatkan tidak 

terbatas pada hilangnya pengakuan administratif dari negara, tetapi juga 

berdampak luas terhadap perlindungan hak-hak istri, anak, dan berbagai hak 

keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal penting 

dalam mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang 

optimal bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan. 

D. Relevansi KUHP terhadap Pernikahan Siri 

      Dampak hukum perkawinan yang tidak dicatatkan semakin berkembang dengan 

hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Pasal 412 undang-undang 

tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang hidup bersama sebagai 
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suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan ancaman pidana penjara 

paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Kehadiran pasal ini 

memunculkan berbagai perdebatan karena dinilai berpotensi menimbulkan 

ketidakjelasan hukum terhadap praktik perkawinan yang sah menurut agama, 

tetapi belum tercatat secara administratif oleh negara. 

Meskipun Pasal 412 lazim dipahami sebagai upaya kriminalisasi terhadap 

praktik kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, penerapannya 

menimbulkan persoalan yang lebih kompleks ketika dihadapkan pada fenomena 

nikah siri. Dalam praktiknya, terdapat pasangan yang telah melangsungkan 

perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, namun belum memiliki pencatatan 

resmi dari instansi yang berwenang. Sehingga menimbulkan perdebatan mengenai 

status hukum pasangan tersebut dalam perspektif hukum pidana. (Muqsith dkk., 

2026) 

Persoalan ini bersumber dari adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan 

menurut hukum agama dan pengakuan administratif menurut hukum negara. Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan 

bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. 

Namun, untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, 

perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perbedaan antara dua lapisan keabsahan inilah yang 

melahirkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu apakah pasangan yang telah 

menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya dapat 

dikualifikasikan sebagai pihak yang "hidup bersama di luar perkawinan" 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP baru. 

Dari perspektif analisis hukum, persoalan tersebut menunjukkan adanya potensi 

konflik norma antara hukum perkawinan, hukum Islam, dan hukum pidana dalam 

sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Dj & Iqbal (2026), Pasal 

412 KUHP baru mengandung makna perlindungan perkawinan, namun rumusan 

terbukanya berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terhadap nikah yang belum 
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dicatatkan apabila rumusan tersebut tidak dibaca secara sistematis berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, 

kewajiban pencatatan perkawinan yang pada dasarnya bersifat administratif tidak 

dapat dikualifikasikan sebagai unsur delik pidana. Pemidanaan dalam konteks ini 

diposisikan sebagai ultimum remedium apabila terdapat unsur kesengajaan, 

penyembunyian status perkawinan, atau niat untuk melanggar ketentuan hukum 

yang bersifat imperatif. 

Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan KUHP baru terhadap praktik nikah 

siri memerlukan kehati-hatian dan penafsiran yang kontekstual. Pendekatan pidana 

yang tidak mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama 

dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi pasangan yang telah 

menikah secara sah menurut syariat, namun terkendala dalam proses pencatatan 

perkawinan secara resmi. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan terhadap ketiga 

aturan hukum tersebut secara tegas agar tidak saling tumpang tindih dan tidak 

merugikan masyarakat dalam penerapannya. 

 

SIMPULAN 

Pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia mengadopsi dualisme 

norma, yaitu keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sementara pencatatan berfungsi sebagai 

kewajiban administratif yang dipertegas melalui Pasal 2 ayat (2) serta KHI Pasal 5 dan 6. 

Sedangkan dalam hukum Islam, pencatatan tidak termasuk rukun dan syarat perkawinan, 

melainkan dikategorikan sebagai syarat tausiqi yang bersifat administratif, meskipun MUI 

mewajibkannya berdasarkan prinsip saddu lidz-dzarii'ah. Dualisme ini melahirkan konflik 

hukum yang terwujud dalam tiga bentuk, yaitu konflik normatif antara hukum agama dan 

hukum negara, kesenjangan antara das sollen dan das sein akibat lebih kuatnya legitimasi 

agama di mata masyarakat, serta konflik perlindungan hak yang menempatkan istri dan 

anak dalam posisi rentan secara hukum.  
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Ketiadaan pencatatan perkawinan pun menimbulkan implikasi hukum yang luas, 

mulai dari lemahnya kedudukan istri dalam menuntut hak nafkah dan harta bersama, tidak 

sempurnanya status hukum anak, hingga terhambatnya berbagai hak keperdataan 

lainnya.  Kompleksitas ini semakin bertambah dengan berlakunya KUHP baru (UU Nomor 

1 Tahun 2023), khususnya Pasal 412 yang mengancam pidana bagi pihak yang hidup 

bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Penerapan pasal ini terhadap pelaku nikah siri 

memerlukan penafsiran yang kontekstual dan sistematis, mengingat pemidanaan atas 

dasar ketiadaan pencatatan administratif semata berpotensi menimbulkan 

overkriminalisasi dan ketidakadilan. Pemidanaan seharusnya diposisikan sebagai ultimum 

remedium yang hanya diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan atau niat melanggar 

hukum secara imperatif, bukan sekadar karena belum terpenuhinya kewajiban 

administratif. 
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